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BUPATI BIREJEN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR & TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI RIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran

Mengingat :i.

Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana diatur
dalam ketentuan pasal 101 Peraturan Pemerintah
Mcemor 43 Tahun 2014 perlu diatar Pedoman Teknis
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Gampong Tahun Anggaran 2018:

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam
suatu Peraturan: |

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tertang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 19599 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38511:

Undang-Undang Nomer 48 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten
Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48
Tahun 19989 tentang Pembentukan Kabupaten
Bireuen dan Kabupaten Sipeulue (Lembaran Negara
Repubkk Indonesia Tahun 2009 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 3963|:
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomer 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44387)
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 20066 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633):

Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Repubkhk Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234):

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Momor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer 5495):

Undang-Undang Nomor 23 Tablm 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 5679):

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8
Taman 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Perrerintah Nomor 47 Tahan 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717h

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Helanja Negara (Lembaran Negara
Republik JTndanesia Tahur 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerjiutah Nomer 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 50
Tahan 2014 tenteng Dana Desa Yang Bersumber dari
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 36941

Peraturan Menteri Dalam Neperr 54 Tahun 2099
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Perah:

Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:

Peraturan Menteri Desa, Desrah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor Tahun 2015 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Peraturan Menteri Keuangan Nornor
247 /PMK.O72015 tentang Tata Cara Pengalokasian,
Penyaluran, Penggunasn, Pemantauan dan Evaluasi
Pata Desa:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Ol Tahun
2016 tentang Aset Desa.

Oanun Aceh Nomor $ Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroc
Aceh Darussalam

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pemerintahan Gampong:

Canun Kahupaten Bireuen Nomer 3 Tahun 2012
tentang Pemerintahan Gampong:

Peraturan Bupati Bireuen Nomer & Tahun 2015
tentang Pengelolaan keuangan Gampong
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Bireuen Nomor 8 Fahun 2116 tentang Perubahan atas
Perattran Bupati Bitesen Nomer 6 Tahun 2015:

Peraturan Bupad Pueeen Nomor 7 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan
Fingan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten
Bireuen Tahun Anggaran 2016:

ta



Menetapkan :

22. Peraturan Bupati Bireuen Komor 9 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten
Bireuen Tahur Anggaran 2016:

23, Peraturan Bupati Bireuen Nomer 19 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetepan Rincian
Alokasi Tana Gampong Untuk Setiap Gampong
Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016:

24, Peraturan Bupati Bireuen Nomer 11 Tahun 2018
tentang Besaran Penphasilan Tetap Besaran
Penghasilan Tetap Keuchik Dan Perangkat Gampong,
Tunjangan Keuchik, Keurani Gampong Dan Tuba
Peut, Operasional Tuha Peut Dan Insentif Lembaga
Gampong Lainnya Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAK:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2016.

Pesal 1

Dahan Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintahan Eabupaten adalah Penyelenggaraan
Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten sesuai dengan fangsi dan kewenangan
masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya
disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur
Penyelenggara Femenntahan Kabupaten Bireuen yang
terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten Bireuen,

4, Bupati adalah Bupati Pireuen.

5. Gampong adalah Gampong dan Gampong adat
selanjutnya disebut Gampong, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakaras masyarakat, hak asal usul,
danfatau hak tradisicnal yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Gampong adalah Penyelenggaraan
urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Gampong daa
Tuha Pevot dalam mengatur dan mengurus
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kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak
asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Imum
Gampong dan Perangkat Gampong yang memilik
tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.

B. Keuchik adalah Pimpinan Gampong sehagai kepala
eksekutif Gampong yang memiliki kewenangan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan
Pembangunan dar pembinaan kemasyarakatan di
Gampong.

9. Tuba Peut adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pernerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk “Gampong berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Keuangan Gampong adalah semua hak dan
kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang
serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
Gampong.

li. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi persncaraan, pelaksanaan,
penatansahaan, pelaporan, dan pertenggungjawaban
keuangan gampong.

12. Anggaran Pendapatar dan Belanja Gampong,
selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintahan Gampong.

13.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dar Belanja Negara yang
diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.

14, Alokasi Dana Gampong, selanjutnya disingkat ATS,
adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Bireuen setelah dilawangi Dana Alokasi Ehusus.

15. Kelompok wansfer adalah dara yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran
Pendapatan Belanja Aceh dan Arnpgeran Pendapatan
Belanja Kabupaten Bireuen.



16. Rekening Kas Gampong adalah rekening tempat
menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang
menampung seluruh penerimaan Gampong dan
diginakan untuk membayar selurah pengeluaran
Gampong pada Bank yang ditetapkan.

17. Ganun Gampong adalah peraturan perundane-
undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah
dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.

9

18. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan
kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar
besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.

Pasat 2

Pedoman Teks Penyusunan Anggaran Pendapatar dan
Belanja Gampong sebagaimana tercantum dalam
Lampirern yang merupakan bagian yang tidek
terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasel3
Peraturan Bupaf ini mula berlaku pada tanegal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati in dengan
penempatannya datam Berita Dasrah Kabupaten Bireuen

Ditetapkan di Birewen
pada tanggal ag Otarer Ian

PPUPATIng an
d -

#RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 29 Maret 201
SEKRETARIS DAERAH

UPATEN EHREUEN

f
BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2016 NOMOR 270
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ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG (APBG)
TAHUN ANGGARAN 2016

SINERONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH GAMPONG DENGAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN.

1

Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Bireven
Tahun 2016 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kabupaten (RPJMII Bireuen Tahun 2012-2017
merupakan kesinambungan pembangunan yang terencana dan
sistematis serta dilaksanakan, baik masing-masing maupun
seluruh komponen daerah, dengan memanfaatkan berbagai
sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan
akuntabel dengar tujiant akhir untuk meningkatkan kualitas
hidup marjusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

RKPK Bireuen Tahun 2018 memuat program prioritas

pembangunan
daerah meliput:

Penurunan kemiskinan dan pengangguran:
Tata kelola pemerintah yang baik (good governance:
Peningkatan kualitas SDM disertai peningkatan pelayanan
pendidikan dan kesehatan:
Pemanfaatan sumber daya ekanomi lokai yang belum optimal:
Peningkatan infrastnikhyr yang terintegrasi:
Keberlanjutan perdamaian, penerapan Dirmul Islam, adat dan
budaya: dan
Peningkatan pelestarian lingkungan dar mitigasi bencana.N

PA
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Mengacu peda arah kebijakan pembangunan daerah
sebagaimana yang tercantum dalam RPJMK Bireuen Tahun 2012-
2017, dan semangat implementasi Undang-Undang Nomor $
Tahun 2014 tentang Desa, maka pembangunan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong harus mengacu pada 7
ftujuh) program prioritas sebagaimana tersebut di atas yang
dijabarkan dan disinkronisasiken dengan program/ksgiatan
Pemermtah Kabupaten Bireuen.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor JM
Tahun 2014 Tentang Pedorran Pembangunan Desa, bahwa
Prioritas program dan kegiatan Pembangunan di Gampong
dirumuskan berdasarkan peniluan terhadap kebutuhan

manyarakat
Gampong yangmeliput:

& peringkatan kepasitas penyelenggaraan pemerintehan
Gampong:
peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan
berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang
tersedia:

d, pengembangan ekonorni pertanian dan non pertanian berskala
produktif:

44
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«. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi:
T. pendayagunaan sumber daya alam,

£
pelestarian adat istiadat dani sosial budaya Gampong:

h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat
Gampang berdasarkan kebutuhan masyarekat Gampong: dan

i. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan
Gampong.

PRINSIP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA GAMPONG (APBG)

1.

Peryusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong
(APBG) Tahun Anggaran 2016 didasarkan pada prinsip sebagai
berikut:
1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan

Gampong berdasarkan unisan dan kewenangannya:
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah

ditetapkan dalarn peraturan perundang-undangan:
3. Trarsparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahni dan

mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tenteng Anggaran
Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG):

4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat:
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutantidak bertentangan

dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan
peraturan Gampong lainnya.

6. Semua penerimaan fbaik dalam bentuk uang, maupun barang
dan/atau jasa) dianggarkan dalan Anggaran Pendapatan dar
Belarya Gampong (APBG).

7. Seluruh pendapatan dan belaja dianggarkan secara bruto.
8. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat

dicapai serta berdasarkan ketentuan perundeng-undangan.
9. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya

kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan
harus didukong dengan dasar hukum yang melandasinya.

nm
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KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA GAMPONG (APEG)

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah
Gampong dalam penyusunan AFBG Tahun Anggaran 2016 terkait
dengan pendapatan Gampong, belanja Gampong dan pembiayaan
Gampong.

1. Pendapatan Gampong
Pendapatan Gampong yang dianggarkan dalam APBG

Tahim Anggaran 2016 merupakan perkrean yang terukur secara
rasional (dan menilik kepastian serta dasar hukum
penerimaannya. Pendapatan Gamporg meliputi semua
penerimaan uang melahi rekening Gampong yang merupakan
hak Gampong dalam 1 fsatuj tahun anggaranyang tidak perlu
dibayar kembali oleh Gampong.
a. PendapatanAsliGampong (PAGI

Pendapatan Asli Gampong adalah penerimaan Gampong

Cc



yang diperolehatas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi
Gampong, baik dalam bentuk hasil usaha, hasil aset, swadaya
dan partisipasi, gotong royong.dan lain-lain pendapatanasli
Gampong yang aah.
1) Hasil usahaGampong

Hasil usaha Gampong adalah seluruh hasil usaha
perekonomian Gampong yang dikelola dalam bentuk badan
hukum atau secara swakelbis oleh pemerintah Gampong
yang mernimbuikan penerimaan bagi pendapatan Gampong.
Contoh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), Hasil usaha
melalui kerjasama Gampong dengan pihak ketiga, dan lein-
lain hasil usaha Gampong yang aah.

2) Hasi pengelolaan kekayaan Gampong
Hasil pengelolaan kekayaan Genyong adalah sehruh
kekayaan Gampong yang dilakukan secara swakelola oleh
pemerintah Gampong yang menimbulkan penerimaan bagi
pendapatan Gampong, Seperti Tanah Kas Gampong, Pasar
Gampong, Fasar Hewan, Tembatan Perahu, Pelclangan Ikan
yang dikelolaseh Gampong, dan lain-lain kekayaan milik
Gampong.

3) Swadayadan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat
Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat
adalah seluruh bentuk kontribusi masyarakat Gamporg,
baik dalam bentuk barang dan tenaga wang dapat dinilai
dengan uang) maupun dalam bentuk uang yang
menimbulkan penerimaan. Seperti Penyediaan bahan baku
lekat, Partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam
membangun kantor Gampong.

4 Lain-lam pendapatan ash Gampong yang sah
lain-lam pendapatan asi Gempone yang sah adalah
penerimaan Gampong fyang tidak diperoleh dari hasi! hasil
usaha Gampong, hasil kekayaan Gampong, hasil swadaya
dan partisipasi, dan hasil gotong royong masyarakat), seperti
hasil penjualan kekayaan Gampong,

“3
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. Transferb.
11 Dana Desa

Pinciar Dena Desa yang diterima setiap gampong diatur
dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 9 Tamm 2016
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
Desa Setiap Gampong Dalam Kabupaten Bireuen Tahm
Anggaran 2016,

2) Bagan dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Deerah
Rincian bapian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
yang diterima setiap gampong diatur dengan Peraturan
Bupati Bireuen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengalokasian dan Penetapan Rincian Eogan Dari Hasil
Pajak Dasrah dan Retribusi Daerah Untuk Setixp Gampong
Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anegaran 2016 dan
Peraturan Bupati Bireuen Nomor 4 Tahun Anggaran 2016
tentang Penetapan Kurang Bayar Alokasi Dana Gampong dan

Gampong Dalam Kahupata Birrten Tahan Anggaran2015

2Cc
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Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dar Retribusi Daerah
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5) Alokasi Dana Gampong (ADS).
Ringan Alka Dana Gampong yang diterima setiap
pempang dian dengan Peraturan Bupati Bireuen Nornor 10
Tam 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Pagu Indikatif Alokasi Dane Gampang Tahun
Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 4
Tahun 2016 tentang Penetapan Kurang Bayar Alokasi Dena
Gampong dan Bagian Dari Has Fajak Daerah dar Retribusi
Daerah Bagi Gampong Dalam Kabupaten Bireuen Tahun
Anegaran 2015.

H) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatar dan Belanja
feeh APBA| dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten (APBK) Bireuen dapat dianggarkan apabila sudah
ada dasar hukum atau ketetanan yang sah yang dikeluarkanoh Pemerintah Aceh dan atau Pemerintah Kabupaten
Bi

Cc. Pendapatan Lain-lain
1) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiea

yang ditermma oleh pemerintah Gampong berupa dana tunai.
21 Lain-tun pendapatan Gampong yang sah antara lean

dan bantuan perseroan yang berlokasi di Gampong.
Pendapatan lar-lan dianggarkan apabila sudah ada
kesepakatan tertils antara Perenntah Gampong dan
Pemberi,

g|UGD
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pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihakk
.G

. Belanja Gampong2
Eelarja gampong meliputi semua pengeluaran dari rekening kas
gampong yang merupakan kewajiban gampong dalam 1 satu) tahun
2agparan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
gampong dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Gampong
yang menjadi kewenangan pemerintah Gampong, yang terdiri dari :

2. kewenangan berdasarkan hak asal usul:
bh. kewenanganlokal berskala Gampomp:
c. kewenangan yang ditupeakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi,

atau pemerintah kabupaten:
d. Kewenangan lain yang ditugaskan Oleh Pemerintah, pemerintah

provinsi, atau pemerintah kabupaten, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangimdangan.

gGkI
kini|

r21

Belanja Gampongyang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Gampong (APBG) digunakan dengan ketentuan :

a. Paling sedikit 7096 (tgh puluh persen dari jundeh anggaranbelarga
Gampong digunakan untak mendanai pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan gampong, pembangiman Gampong,
pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan
masyarakat Gampong: dan

b. Paling banyak 3096 jiga puluh persen) dari jumlah anggaran APRG
ciumakan untuk:

1. Penghasilan tetap dan tunjangan Karwhik dan perangkat
Sampang.

2, Operasional pemerintahan Gampong:
3. Tenjangan dan operasional Tuha Prut,

A



4. Ineentif Lembaga Kemasyarakatan dar Lembaga Gampong
lainnya:

c. Belanja Gampong yang berasal dari anggaran kurang bayar Tahun
Anggaran 2015 dibelanjakan sesuai dengan kegiatan yang telah

Cc

PerubahanTahun Anpparan 201

Klasifikasi Belanja Gampongterdini atas kelompok:
Aa Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
hb. Pelaksanaan Pembangunan Gampang
c. Pembinaan Kemasyarakatan Gampone:
d. Pemberdayaan Masyarakat Gampong dan
& BelanjaTak Terduga.

LG
IGK
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Penoel kan Bir alam Fa , n Pend dan Belanja
Sampang dibagai menjadi 5 (lima) Bidang sebagai berikut:
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Keuchik dan Perangkat Gampong
Tahi 2016 dianggarkan uetuk 14 #cmpat belad bulan dengan indian :
Aa 12 ida belas) birlen Unik Tahun Anggaran 2916 berpedoman pada

PeraturanBupati Bireuen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Besaran
Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, Tunjangan

dan Insentif Lembaga Garmpong Lainnya Tahi Anggaran 2016:
hb 2 kerah bala tante rang bayar Tahim Anggaran AS dengan

berpedoman pada Perairan Bupati Biresen Nomer F7 Tahun 2015
tentang Besaran PenghasilanTetap Keurhik dan Perangkat Gampong,

Peut dan Insentif Lembaga Gampong Lainnya Tahun Anggaran 2015,
Cc Tuerean dan operasional Tuba Pet dan insentif Lembaga

Gampong lainnya yang belum dibayarkan peda Tam Anggaran
2015 dapat dianggarkan kembali dalam Anegaran Belanja dan
Pendapatan Gampong Tam Angan 2015 d Eikdarg
Penyelenggaraan Perrerintah Gampong,

3 0 onal P intai G Hi 1 z1

Untuk belanjabarang/jasamaksimal Rp. 25.000.000,-(dua putih lima juta
rupiah) dan untuk belanja modal makaimal Rp. 15.000.000,(lima belaa juta

jai, tidak diperl 1 1 Jaan kend K

Kode rekening belanja barang/jasa dan belanja modal berpedoman pada
Lampiran Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tertemg Perubahan atas
Peraturan Bupati Bireuen Namor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan
Gampong.

3 Tinjampan dan Operasional Tuha Pent, mengacu pada Peraturan Bupati
Bireuen Homer 11 Tahun 2016. OperasionalTuba Peut digunakan untuk
menurjang kegiatan rapat dan kegiatan Tuha Pect jamnya.

ad
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tahan Gampong sesuaiLeras Cc

4 Insentif Lembaga Kemenyarakatan dan Lembaga Gampong lamrnya,
mengarn peda Peraturan Pupati Bireuen Nomar 11 Tahun 2016.

B Penyusunan Dokumen Perencanaan Gampong

Gampone untuk oo dan Rekam oo Pembarimen Jangka
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Menengah Gampong (RPJMG) dan Rencana Kerja Pembangunan
Gampong (RKPG).

Benah Gampone,
Penetapan Anggaran Benah Gampong dipergunakan untuk
Belanja Penataan Pemerintahan Gampong dan Kelembagaan
Gampong dalam rangka persiapan menjadikan Gampong sebagai
Gampong Binaan dan persiapan evaluasi perkembangan
Gampong tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong.
Dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur gampong
dapet dialokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan,
magang dan bimbingan tetanis.

n

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong

1)

Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana Gampong dilakukan
dengan Pola Padat Karya yang kegistannya mengacu pada
Rencana Kerja Pembangunan Gamporg (RKPG dan/atau hasi
musyawarah Gampong.

Pelayanan Dasar Gampong, meliputi:
2. Pengembangan Pos Kesehatan Gampong:
bh. Pengembangan Tenaga Kesehatan Gampong:

Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu:
Pembinaan Keluarga Perencana:
Pembitaan dan pengawasan upaya kesehatan:
Pembinaan kemitraan Bidan dan dukun berarak:
Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan rarkotika dan
obat terlarang di Gampong:

. Pembangunan, pembingan, pemeliharaan dan pengelolaan
pendidikan anak usia dim (PAUL

i. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni
budaya, dan perpustakaan Gamponp:

ji. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok belajar, kelompok
pengajian dan majelis teklim di Gampong.:

EK. Sarana Prasarana Air Bersih:
L MCK (Mandi, Cuci, Kakus:
m. Lain-lain yang terkait Pelayanan Dasar yang dianggap penting.

h.

Sarana dan prasarana, diantaranya :

a. Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Gampong:
Pembangunan Pemeliharaan Jalan Gampong:
Pembangunan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani:
PembangunanPemeliharaan Embung Gampong:
Pembangunan Fnerpi Baru dan terbarukan:
Pembangunan /Pemeliharsan Rumah Ibadah,
Pembangunan Pemeliharaan Jembatan,
Pembangunan Pemeliharaan Meunasah:
Pembangunan Pemeliharaan Talud atam Tembok Penahan.
Tanah (TPT

J- Pengelolaan Pemakaman Umum Gampong:
k. Pembangunan/Pemeliharasn Sanitasi Lingkungan:
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Pembangunan /Pemeliharaan irigasi tersier:
PembangunanPemeliharaan lapangan olah raga gampong
Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran
untuk budidaya perikanan,
Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Gampong,
Pembangunan dan pemeliharaan sarana penerangan jalan
PA pong,
Pembangunan dan pemeliharaar kantor Pemberdayaan dar
Kesejahteraan Keluarga (PKK).

3 Saran2 dan prasarana pemerintah gampong berupa Kantor
Keuchik dapat dianggarkan dalam APBG apabila
program kepiatan prioritas pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat sudah terpenuhi berdasarkan hasil Musyawarah

|

Gampong. |

4 Pengembangan Ekonomi Lokal Garmpong, diantaranya:
a.

hb.
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Pembangunan den pengelolaan pasar Gampong dan kica
Gampong,
Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan mulik
Gampong,
Penggarbangan usaha mikro berbasis Gampong:
Pengembangan kelompok industri Rumah Tangga:
Pendayagunaan keuangan mikro berbasis Gampong:
Fembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan
bagan ikan,
Pembangunan dan pengelalaan rumpon leut:
Pembangunan dan pengelolaan lumbune pangan dan
penetapan cadangan pangan Gampong:
Pengembangan benih lokel:
Pembuatan Pupuk Dan Pakan Oreanik Untuk Pertanian dan
Perikanan:
Pengembangan Benih Lokai:
Pengembangan Ternak Secara Kolekti:

k
L

. Pengelolaan Balai Benih ikan:m
Pembangunan dan Pengelolaan Tambatan Perahu:
Pendirian penyertaan Modal Badan Usaha Milik Gempong
(BUMGh:

2
»

. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG: dam
Lain-lain kepiatan yang dianggap penting.

5 Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkurgan, diantaranya:
a.

2
pr

Perangeulangan Bencana dan Tanggap Darurat, sejauh tidak
didanai oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPKJ
terkait
Pengembangan usaha tambang mineral bukat logam:
Pelestarian Lingkungan Hidup,
Gerakan kebersihan Gampong: dan
Lain-lain kepiatan yang dianggap penting.

ai



C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
1. Pembinaan lembaga adat:

Penetapan Anggaran Kelembagaan Adat dianggarkan untuk
Belarja Perrunjang Operasional Lembaga Adat.

2. Pembinaan keseian tradisional
Penetapan Anggaran Pembinaan Kesenian Tradisional
dianpgarkan untuk Belanja Penunjang Pembinaan Kesenian
Gampong.

3. Peringatan Hari Besar Islam (PHBI):
Penetapan Anggaran Peringanan Har Besar Ialam j(PHBI)
diperuntukan untuk Belarja Perunjang Pelaksanaan Peringatan
Maulid Nabi Besar Muharnmmad SAW.

4. Bantuar operasional kegiatan keagamaan:
Operasional kegiatan kesgamean adalah biaya operasional balai
pengajian gumpong yane telah memilik legalitas dari Badan
Pembinaan dan pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen.

D, Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1. Pevitalisasi Posyandu:

Feningkatarn Kapasitas bagi Jenbaga kemasyarakatan Gampone
melalui :

a. Operasional kegiatan Posyandu sebesar Rp. 50.000,- /Kader
yang dibayarkan pada setiap bulannya, apabia Angearan
untuk kegiatan ini tidak dialokasikan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APRK) melalui Satuan
Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait.

b. Pelarja Barang jasa lainnya, contoh : Alat Permainan Edukatif
(APE), Seragam Kader Posyandu dar Pengiriman Peserta
Pelatihan, apabila Anggaran untuk kegiatan jini tidak
Kialekasikan dalam Anggwan Pendapatan dan Belanja
Kebupaten (APBE) melalui Satuan Kerja Perangkat Kabupa
(SKPK) terkait. :

Cc. Peningkatan Kapasitas Kesejahteraan Ibu dan Anak
2. Penguatan Kelembagaan Gampong :

2. Kegiatan Penguatan Kelembagaan TF-PKK antara lain :
- ATK:
- Pelatihan Pengurus TP-PKK Gampong
- Seragam Anggota TP-PKK:- Seragam Lainnya:- Pembuatan Papan Data:- Pembuatan Plang TP-PKK Gampong,- Pembuatan Pang 10 Froeram Pokok TFE-PKK Gampong:- Pengadaan Sarana Publikasi,- Dokumentasi Kegiatan,- Pengadaan Alat Peraga dan Simulasi:- Rapat-Rapat dan Sosialisasi Program TP-PKK Gamponp:

b. Penguatan Kelembagaan Tri Bina (Bina Kehuarga Balita, Bina
Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia!

Cc. Penguatan Kelembagaan Pengariebtamaan Gender dan
Perencanaan Pembangunan Responsif Gender

B
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2. Revitalisasi Eclembagaan Kepemudaan atau Karang Taruna
Gampong,
Kegiatan Pevitalisasi Lembaga Kepemudaan atau Karang Taruna
Gampong antara lain untuk :

- Biaya Peserta Pelatihan anggota Lembaga Kepemudaan
atau Karang Taruna Gampong,- Penunjang Operasicral keeiatan Kepemudaan Garapong
atau Karang Tarung Gampong- Sosialisasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba.

E. Bidang Tak Terduga
Belanja tak terduga dialokasikan untuk membiayai kegiatan-
kepiatan yang belum dianggarkan dalam tahun anggaran
hejalam, dapat berupa pembiayaan /dana Cadangan yang apabila
tidak digunakan dapat diperhitungkar dalam penentuan jumlah
SiLPa Tahun Anggaran berikutnya.

E. KETENTUAN LAIN-LAIN
1. Dana kurang bayar Abkasi Dana Gampong daa Dana Bapian
dari Hasi Pajak dan Retribusi Daerah Tahim Anggaran 2015H
akan ditransfer Tahun Anggaran 2016 dan dianggarkan kerbab
dalam APBG Tahun Anggaran 2016 sesuai perumtukanrya,

2. Pemerintah Gampong dapat menambah ata mengurangi Jeris
Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong
sesuai dengan kebutuhan gampong, sejauh sesuai dengan
Peraturan dan PenyXdargan-undanganyang berlaku.
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